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ABSTRACT

This research is motivated by the hereditary land ownership of the community in the
Lempuyangan Station area, Yogyakarta City, who base their ownership on a Land Information Letter
(SKT). The land is Sultanate Land under the authority of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate.
This study aims to analyze the issuance process and legal status of Land Information Letter (SKT)
for Sultanate Land, the authority of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate in managing
Sultanate Land, and the Sultanate’s opinion regarding Land Information Letter (SKT) as the basis
for land ownership by hereditary residents.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were
obtained through literature review, interviews, and documentation involving the Ngayogyakarta
Hadiningrat Sultanate, the Yogyakarta City Land Office, and the hereditary residents. Data were
analyzed descriptively and qualitatively.

The results of the study indicate that the Land Information Letter (SKT) in the
Lempuyangan Station emplacement area was issued by the Yogyakarta City Land Office through the
Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity requested by the Ngayogyakarta
Hadiningrat Sultanate in order to inventory and identify the status of the Sultanate’s Land. The
Land Information Letter (SKT) contains the identity of hereditary residents as parties who control
or physically occupy the land plot, but does not provide ownership rights to the occupied land.
Therefore, the Land Information Letter (SKT) only serves as an administrative document that
explains the physical control and history of land use, and cannot be used as a basis for the birth of
rights to the Sultanate’s Land. The Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate has the authority to
regulate, manage, supervise, and grant permits for the use of the Sultanate’s Land through Serat
Palilah based on Article 33 paragraph (4) of Law Number 13 of 2012 concerning the Special Status
of the Special Region of Yogyakarta. The Sultanate believes that the Land Information Letter (SKT)
is not a legal basis for acquiring rights to Sultanate land, but rather is merely an administrative
document that can be used as one of the requirements for submitting a Serat Palilah application.
Therefore, the existence of the Land Information Letter (SKT) does not change the land’s status as
Sultanate land or diminish the Sultanate’s authority in managing it.

Keywords: Land Information Letter (SKT), Sultan Ground, Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate,
Serat Palilah, Complete Systematic Land Registration (PTSL).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai strategis, baik
dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam konteks kehidupan
bermasyarakat, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber
penghidupan, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas dan keberlangsungan
hidup seseorang maupun komunitas tertentu (Marsella, 2015). Oleh karena itu,
kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah menjadi hal yang sangat
penting guna mencegah konflik serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan secara umum mengacu
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). Namun dalam implementasinya, masyarakat sering
menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah.
Surat Keterangan Tanah (SKT) biasanya diterbitkan oleh aparat pemerintah di
tingkat lokal sebagai bentuk pengakuan administratif atas penguasaan fisik tanah
oleh seseorang atau sekelompok orang (Kayun, 2019). Namun, keberadaan Surat
Keterangan Tanah (SKT) seringkali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan
dengan sistem pendaftaran tanah formal dan klaim kepemilikan dari pihak lain
yang memiliki dasar hukum berbeda, seperti sertipikat, hak pengelolaan, atau
pencatatan sebagai aset negara maupun badan usaha milik negara.

Salah satu contoh nyata persoalan tersebut dapat ditemukan di kawasan
emplasmen Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Di kawasan ini, terdapat
sekelompok masyarakat yang telah menempati dan menghuni sejumlah
bangunan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Sebagai dasar
penguasaan, sebagian dari mereka memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang
diperoleh dari pemerintah setempat. Seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut
kemudian menjadi objek penataan dan pengembangan oleh PT Kereta Api
Indonesia (PT KAI), yang mengklaim bahwa lahan dan bangunan di wilayah
tersebut merupakan bagian dari aset perusahaan yang berada dalam kawasan
emplasemen stasiun.

Penelitian ini berfokus pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki
oleh masyarakat sebagai klaim penguasaan Tanah Kasultanan di kawasan
emplasmen Stasiun Lempuyangan dengan memahami konteks historis dan hukum
yang melatarbelakangi kedudukan dan pengelolaannya. Tanah Kasultanan
memiliki status unik di Yogyakarta yang diwarisi dari struktur kepemimpinan
dan pemerintahan Kasultanan. Status ini menimbulkan berbagai implikasi hukum
terkait penguasaan dan pemilikan, terutama bagi masyarakat yang memiliki Surat
Keterangan Tanah (SKT) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta. Surat Keterangan Tanah (SKT) sering dipandang sebagai dokumen
yang dapat menjamin hak atas tanah, meskipun secara hukum kedudukannya
masih diperdebatkan. Proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tidak
sekadar melibatkan penyerahan dokumen, tetapi juga harus dilengkapi dengan
bukti yang valid mengenai penguasaan fisik tanah oleh masyarakat. Penelitian



menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat
menghadapi masalah hukum ketika terdapat bukti hak milik lainnya yang
terdaftar, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang
mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti pemilikan (Atikah,
2022b).

Masyarakat yang telah menghuni atau menguasai kawasan emplasmen
Stasiun Lempuyangan selama beberapa generasi merupakan keluarga keturunan
pegawai PT KAI terdahulu atau pegawai pensiunan PT KAI yang selanjutnya
akan disebut “Penghuni Turun-Temurun”. Sementara itu, Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengalihan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api
menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan bahwa aset milik PT KAI
dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menyediakan
fasilitas bagi pegawai aktif beserta keluarganya. Namun, Surat Keterangan Tanah
(SKT) memberikan landasan bagi penghuni turun-temurun untuk mengklaim hak
atas tanah yang mereka tempati, terutama dalam konteks pengakuan legal
terhadap hak penghuni turun-temurun adat atas wilayah yang mereka huni
(Pelawi, 2023).

Bentuk dan dasar klaim hak penguasaan atas tanah ini beragam. PT KAI
berargumen berdasarkan bukti sejarah dan dokumen-dokumen yang
menunjukkan kepemilikan tanah berupa Serat Palilah yang diberikan oleh
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam kerangka hukum nasional,
sementara penghuni turun-temurun, yang selama ini menguasai dan
memanfaatkan tanah tersebut, menggunakan Surat Keteragan Tanah (SKT) yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, penguasaan fisik dan
praktik yang sudah berlangsung lama untuk mendasari klaim mereka (Gautama
dkk., 2024; D. B. C. Prasetya dkk., 2024). Tumpang tindih ini mencerminkan
pluralisme hukum yang ada di Yogyakarta, di mana hukum agraria nasional
sering kali bertentangan dengan praktik serta norma-norma lokal yang dipegang
oleh Kasultanan dan penghuni turun-temurun yang menempati kawasan
emplasmen Stasiun Lempuyangan (Abimanyu, 2022).

Pada dasarnya tanah kawasan emplasmen Lempuyangan ini berada diatas
tanah penguasaan Kasultanan Yogyakarta. Status hukum Tanah Kasultanan
merupakan tanah yang dikendalikan oleh Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat, mengindikasikan adanya hak tradisional yang diaku dan dilindungi
oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY. Hal ini menciptakan kompleksitas
ketika mencari jalan tengah antara hukum agraria nasional dan kedaulatan tanah
yang dipegang oleh tradisi lokal (D. B. C. Prasetya dkk., 2024).

Kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan
Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun Lempuyangan, menjadi sorotan
karena tumpang tindihnya antara kewenangan tradisional dan hukum pertanahan
negara. Yogyakarta memiliki karakteristik unik dalam sistem pertanahannya
karena sebagian besar tanah merupakan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) dan
Tanah Kadipaten (Paku Alaman Ground) yang diakui secara hukum melalui
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Soemardjono, 2007). Sultan Ground, sebagai tanah yang diakui
secara tradisional sebagai milik Kasultanan, memiliki hak untuk dikelola secara
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berbeda dibandingkan tanah negara lainnya. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri yang memberikan
dasar hukum bagi pengelolaan tanah oleh Kasultanan, sekaligus mengkonfirmasi
kekuasaan tradisional dalam pengelolaan wilayah tersebut (Widyatama, 2018).
Selain itu, pengelolaan tanah juga harus mempertimbangkan kepentingan
masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang bercita-cita untuk
menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Alvian &
Mujiburohman, 2022; Aurelio, 2023). Hal ini sekaligus membawa tantangan,
mengingat terdapat berbagai kepentingan dari pihak-pihak lain, seperti PT Kereta
Api Indonesia (PT KAI) dan penghuni turun-temurun yang menempati kawasan
emplasmen Stasiun Lempuyangan, yang juga memiliki klaim atas tanah tersebut.

Dalam menghadapi klaim dari penghuni turun-temurun, pendapat
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat biasanya melibatkan beberapa
pertimbangan. Kasultanan dapat berupaya menemukan titik temu antara hak
historis mereka terhadap tanah dengan hak-hak penghuni turun-temurun. Hal ini
menciptakan dilema yang kompleks, di mana suatu pihak mungkin
mempertahankan hak-hak historis, sementara pihak lain berjuang untuk
mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka yang telah ada (Rizaldi dkk.,
2023). Pendekatan mediasi sering kali dipilih sebagai langkah awal dalam
menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, sebagai alternatif untuk
mempertahankan harmoni sosial dan keharmonisan antara keduanya (Ismail,
2012). Kehadiran Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan
Tanah Kasultanan dan keterlibatannya dengan penghuni turun-temurun
menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan
isu-isu yang berkaitan dengan hak penguasaan tanah. Komunikasi dan negosiasi
yang baik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan
untuk semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Kedudukan Hukum
Surat Keterangan Tanah (SKT) atas Tanah Kasultanan yang Dikuasai Secara
Turun-Temurun di Kawasan Emplasmen Stasiun Lempuyangan, Kota
Yogyakarta”, yang bertujuan untuk untuk menganalisis lebih dalam mengenai
proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (S5KT) beserta kedudukan hukum Surat
Keterangan Tanah (SKT), kewenangan Kasultanan, serta bagaimana pendapat
Kasultanan mengenai klaim Surat Keterangan Tanah (SKT) dari penghuni turun-
temurun yang menempatan kawasan emplasmen Stasiun Lempuyangan. Upaya ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konteks
historis, legal, dan sosial di dalam pengelolaan Tanah Kasultanan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka
disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbitnya Surat Keterangan Tanah sebagai dasar
penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun serta kedudukan hukum
Surat Keterangan Tanah atas Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun
Lempuyangan?

2. Bagaimana kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam
pengelolaan Tanah Kasultanan di Stasiun Lempuyangan?



3. Apa pendapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai Surat
Keterangan Tanah sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-
temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun
Lempuyangan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan proses terbitnya Surat Keterangan Tanah sebagai dasar
penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun serta kedudukan hukum
Surat Keterangan Tanah atas Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun
Lempuyangan.

2. Menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif kewenangan yang
dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan
Tanah Kasultanan.

3. Menganalisis pendapat Kasultanan Ngaogyakarta Hadiningrat mengenai
Surat Keterangan Tanah sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni
turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun
Lempuyangan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharpakan dapat memberi
manfaat antara lain:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
pertanahan, tata ruang, dan kewenangan tradisional, terutama pada
kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan
tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Dengan menganalisis
kewenangan Kasultanan dalam pengelolaan Tanah Kasultanan serta batasan
dan implementasinya, hasil penelitian dapat memperkaya diskursus ilmiah
tentang interaksi antara hukum nasional dan hukum adat. Penelitian ini juga
berpotensi menjadi bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti,
maupun akademisi dalam mengkaji persoalan tanah-tanah berstatus khusus
(Tanah Kasultanan) di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang berkaitan
dengan penguasaan secara turun-temurun.

2. Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pihak-
pihak yang terlibat mengenai posisi dan kekuatan hukum Surat Keterangan
Tanah (SKT), termasuk Kasultanan, PT KAI, dan penghuni turun-temurun.
Penelitian ini dapat membantu setiap pihak memahami hak dan kewenangan
masing-masing serta memperjelas batasan klaim yang dimiliki, sehingga
dapat mengurangi potensi sengketa tanah. Selain itu, bagi pemerintah daerah
dan Bdan Pertanahan Nasional, penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik
pertanahan, khususnya pada tanah-tanah berstatus kasultanan yang telah
lama dikuasai masyarakat.

3. Umum, dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai



pentingnya legalitas hak-hak atas tanah, tidak hanya berdasarkan penguasaan
fisik tetapi juga melalui sistem pendaftaran tanah yang sah. Hasil dari
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah
daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan agraria dan tata
ruang yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan
peningkatan informasi dan kesadaran kolektif mengenai isu pengelolaan
Tanah Kasultanan, diharapkan konflik yang sering terjadi dapat
diminimalisir dan tercapai kesepakatan baik antara pihak-pihak yang
menguasai dan menggunakan tanah tersebut.



D. Penutup
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum Surat
Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni
turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun
Lempuyangan serta pandangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
terhadap keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.1.Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh masyarakat penghuni
turun-temurun di  kawasan emplasmen Stasiun Lempuyangan
merupakan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
atas permohonan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai
bagian dari upaya inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan. Dari
segi kedudukan hukum, SKT memiliki kekuatan pembuktian yang lebih
lemah dibandingkan Serat Palilah sebagai izin pemanfaatan Tanah
Kasultanan yang diterbitkan oleh Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat, maupun Sertipikat Hak Milik atas Tanah Kasultanan yang
merupakan bukti hak yang memberikan kepastian hukum atas status
tanah. Dengan demikian, SKT menempati posisi terendah dalam hierarki
dokumen pertanahan yang berkaitan dengan Tanah Kasultanan di
kawasan emplasmen Stasiun Lempuyangan.

1.2.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki wewenang untuk
mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan yang
mengaturnya. Kewenangan  tersebut mencakup  pengaturan,
pengelolaan, pemberian izin penggunaan tanah berupa penerbitan Serat
Palilah sebagai bentuk pengesahan penggunaan Tanah Kasultanan oleh
PT KAL

1.3.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan bahwa Surat
Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan dasar hukum untuk memiliki
hak atas Tanah Kasultanan. Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya
dianggap sebagai dokumen administratif yang digunakan untuk
menunjukkan bahwa masyarakat turun-temurun memiliki pengendalian
atas tanah secara fisik, serta menjadi salah satu syarat dalam proses
pengajuan Serat Palilah. Keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang
dimiliki penghuni emplasemen Stasiun Lempuyangan tidak dapat
dipersamakan dengan sertipikat maupun dijadikan dasar untuk
membuktikan adanya hak milik atas tanah yang mereka tempati.
Pencantuman nama seseorang dalam Surat Keterangan Tanah (SKT)
tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan hak milik atas Tanah
Kasultanan.



2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum Surat
Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni
turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan emplasmen Stasiun
Lempuyangan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran
sebagai berikut:
2.1.Masyarakat perlu memahami bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT)
bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya
dokumen administratif yang menjelaskan penguasaan fisik tanah. Oleh
karena itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang lebih baik
mengenai status hukum Tanah Kasultanan dan prosedur
pemanfaatannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kedudukan
hukum Surat Keterangan Tanah (SKT).

2.2.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kedudukan hukum
Serat Palilah, status Tanah Kasultanan, serta mekanisme pemanfaatan
Tanah Kasultanan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut penting untuk
memberikan kepastian hukum dan mengurangi munculnya persepsi
yang keliru mengenai hubungan antara Surat Keterangan Tanah (SKT),
Serat Palilah, dan hak atas tanah.

2.3.Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian
mengenai hubungan hukum antara PT Kereta Api Indonesia (Persero)
dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terkait penguasaan dan
pemanfaatan tanah Kasultanan. Pendekatan penelitian yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan objek penelitian
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan
mendalam terhadap aspek hukum yang melandasi hubungan para pihak
tersebut.
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